PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DAN DOKUMENTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
| Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

~ STANDARD OPERATING PROCEDURE
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum : Kualifikasl Pelaksana :
1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 1.  Memilili kemampuan dalam mengoperasikan
Informasi Publik. komputer.
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 2.  Memiliki kemampuan administrasi.
Publik. 3. Teliti dan Cermat.
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran 4. Memahami UU KIP dan petunjuk
Pendapatan dan Belanja Negara pelaksananya.
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang 5. Berpenampilan 3-8 (Senyum, Salam dan
Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Sapa).
Informasi Publik.
5. Permendagri No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri & Pemerintah
Daerah.
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang
Standar Layanan Informasi Publik.
7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang
Prosedur Penyelesaian. Sengketa Informasi Publik
8. Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 280/KPTS-
DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi
dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Keputusan Bupati Tentang Tim Interdis Pengelolaan 1. Meja Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Pada Kegiatan Perencanaan 2. Alat Tulis Kantor
dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi. 3. Komputer, Printer dan Fotokopi
2. Keputusan Bupati Tentang Pengelola Informasi dan 4. Formulir
Dokumentasi.
| Peringatan : : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila Keputusan Bupati tidak dipatuhi, maka petugas dapat
dikenakan Sanksi Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksana Mutu Buku
Petugas Pejabat
Bo AEtivitas Desk | Pelayanan | PPID | ForsVermtan | gopey | output
Informasi | Informasi senremn

1 2 3 4 S 6 Y/ 8

10 Menerima berkas Berkas S menit | Dibuatnya
permohonan informasi Permohonsn Check List
dan membuat check list Informasi Publik Kelengkapan
kelengkapan berkas sesuai Berkas
pemohon informasi < ketentuan Permohonan
publik ditetapkan

2. Memeriksa permohonan Check List S menit | Telah dperiksa
informasi yang diajukan T Kelengkapan Check List
lengkap atau tidak Berkas Kelengkapan
sesuai dengan Permhohonan Berkas
persyaratan

Y

3. Mencatat permohonan Check List S menit | Telah
informasi kedalam Kelengkapan diterbitkan
aplikasi registrasi Permhohonan Nomor
permohonan secara Informasi Publik Registrasi
elektronik kemudian
diterbitkan secara
online di situs PPID

4. | Memberikan tanda Nomor S menit | Telah
bukti pemohon yang Registrasi diterbitkannya
sudah terdaftar kepada Permohonan Tanda Bukti
pemohon dan Permohonan
mendokumentasikan
salinan berkas
pemohon

5. | Melaporkan kepada Tanda Bukti 5 menit | Diterimanya
Pejabat Pengelola Permohonan Nota Dinas
Informasi dan
Dokumentasi (PPID)

6. Memberikan keputusan Nota Dinas 7 Hari Diterbitkan
apakah permohonan . Surat
informasi yang diminta \’ Pemberitahuan
dapat dipenuhi atau Tertulis/Surat
ditolak Keputusan

Penolakan

7. | Menyampaikan Surat Surat 1 Hari Diterimanya
Pemberitahuan sebagai [,4 Pemberitahuan Surat
tanggapan/jawaban Tertulis/Surat Pemberitahuan
kepada Pemohon - Keputusan Tertulis/Surat
Informasi Publik atas Penolakan Keputusan
permohonan informasi Penolakan oleh
yang diminta Pemohon

=1 . 1
[

Dipindai de‘ngan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI Tanggal Revisi
DAN DOKUMENTASI Tanggal Efelctif
Disahkan Oleh

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan

STANDARD OPERATING PROCEDURE
FASILITASI SENGKETA INFORMASI

3. Undang-undang No. 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

S. Permendagri No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri & Pemerintah
Daerah.

6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang
Standar Layanan Informasi Publik.

7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang
Prosedur Penyelesaian. Sengketa Informasi Publik

8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. ... Tahun 2021
Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin.

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer.
Informasi Publik. 2.  Memiliki kemampuan administrasi.
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 3. Teliti dan Cermat.
Publik. 4.

Memahami UU KIP dan petunjuk pelaksananya.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. Keputusan Bupati Tentang Tim Interdis Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi Pada Kegiatan Perencanaan
dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi.

2. Keputusan Bupati Tentang Pengelola Informasi dan
Dokumentasi.

1. Lembar Kerja/ Rencana Kerja dan Anggaran
2. Daftar Informasi Publik dan Dikecualikan

3. Komputer, Printer dan Scanner

4. Jaringan Internet

5. ATK

| Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Keputusan Bupati tidak dipatuhi, maka petugas dapat
dikenakan Sanksi Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan
dang-undangan yang berlaku.

PPID Utama dan
beranggotakan PPID
Pembantu

terkait, pejabat yang
menangani bidang
hukum, pejabat
fungsional, serta JFUyang
sesuai den, kebutuhan

Pelaksana Mutu Buku
Pejabat Komisi
No Aktivitas Pemohon Atasan Persyaratan
Sengketa/ Informasi Waktu Output
Informasi Pengaduan PPID Kelengkapan
1 2 3 4 ) 6 7z 8
1= 1.Formulir Pada han Berkas permohon
- Mulai Pengajuan dan jam an informasi
Sctiap Pemol;on paiurmasd Keberatan kerja, yang telah disi
dapat mengajukan Informasi Publik | maksimal | lengkap dan
keberatan secara tertulis yang tersedia di | 10 (sepuluh) | dilampiri
kepada Atasan PPID meja pelayanan hari kerja, fotocopy/ scan
dalam waktu 10 (sepuluh) PPID atau sejak identitas diri
hari kerja, sejak . ditampilkan di permohona | (NIK)
permohonan m!or:mam website dan n informasi
teregistrasidanidiberilan dapat diunduh, | teregistrasi
Perpanjangan pemenuhan 2. Fotocopy atau
permohonan informasi . acan identitas
selama?7 (tujuh) hari sejak diri (NIK) dari
pemberitahuan tertulis Pt
diberikan dan tic!ak dapat it e
diperpanjang lagi yang mengajukan
keberatan
Tan n
2. | Atasan PPID menetapkan ggapa n
Tim fasilitasi sengketa tertulis g;:"
informasi untuk atasan PPID
perihal informasi
IcnEVESY, ang disengket
penyelesaian sengketa yang B
informasi, yang dibentuk )
oleh PPID Utama
3. Tim fasilitasi sengketa
informasi di ketuai oleh K

3. Tim fasilitasi sengketa
informasi melaporkan
proses penanganan
sengketa informasi kepada
Atasan PPID

Sengketa Informasi Publik
diajukan kepada Komisi
Informasi Pusat, Komisi
Informasi Provinsi, Komisi
Informasi Kabupaten
/Kota sesuai dengan
kewenangannya apabila
tanggapan Atasan PPID
dalam proses keberatan
{idak memuaskan
pemohon Informasi.

5, Upaya penyelesaian t

Dipindai dengan CamScanner



Nomor SOP
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN Tanggal Pembuatan
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI [~ wo
DAN DOKUMENTASI Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh
STANDARD OPERATING PROCEDURE
PELAYANAN PERMOHONAN PENGAJUAN KEBERATAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang | 1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer.
Keterbukaan Informasi Publik. 2. Memiliki kemampuan administrasi.
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang | 3. Teliti dan Cermat.
Pelayanan Publik. 4. Memahami UU KIP dan petunjuk pelaksananya.
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran | 5. Berpenampilan 3-S (Senyum, Salam dan Sapa).
Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
S. Permendagri No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri & Pemerintah
Daerah.
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang
Standar Layanan Informasi Publik.
7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang
Prosedur Penyelesaian. Sengketa Informasi Publik
8. Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 280/KPTS-
DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Keputusan Bupati Tentang Tim Interdis Pengelolaan | 1. Meja Pelayanan
Informasi dan  Dokumentasi Pada  Kegiatan | 2. Alat Tulis Kantor
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan | 3. Komputer, Printer dan Fotokopi
Komunikasi dan Informasi. 4. Formulir
2. Keputusan Bupati Tentang Pengelola Informasi dan
Dokumentasi.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila Keputusan Bupati tidak dipatuhi, maka petugas
dapat dikenakan Sanksi Administrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksana Mutu Buku
Petugas Pejabat
No AR Desk | Sengketa/ PPID el Waktu Output
Keberatan | Pengaduan e
1 2 3 4 5 6 7 8
17 Menerima berkas permoh Berkas S menit Dibuatnya
pengajuan keberatran dan Mulai Permohonan Check List
membuat check list §eber§!;mt o léelekn;gkapan
rkas pemohon esuail ketentuan erkas
t::::rf::_upm : 2= — ] Ditetapkan Permohonan
Keberatan

2. Memeriksa permohonan Check List 5 menit Telah diperiksa
keberatan yang diajukan T Kelengkapan Check List
lengkap atau tidak sesuai »> Berkas Kelengkapan
dengan persyaratan. \‘ Permohonan Berkas

Y

3] Mencatat permohonan Check List 5 menit Telah
keberatan kedalam aplikasi ‘ll Kelengkapan Terbitkan
registrasi permohonan secara Permohonan Nomor
elektronik kemudian Keberatan Registrasi
diterbitkan secara online di
situs ppid.

4 Memberikan tanda bukti Nomor Registrasi S menit Telah
permohonan keberatan yang Permohonan diterbiﬂmnn_ya
sudah terdaftar kepada Keberatan Tanda Bukti
pemohon dan ' Permohonan
mendokumentasikan salinan Keberatan
berkas permohonan keberatan.

5. Melaporkan kepada Pejabat Tanda Bukti S menit Telah dibuat
Pengelola Informasi dan ier;Oh;nﬂﬂﬂ Nota Dinas
Dokumentasi (PPID) untuk ebera
diproses lebih lanjut. D

6. Menyelenggarakan Rapat Nota Dinas 30 Hari Diterbitkan
Panitia Pertimbangan yang ,[‘[ iS(umt
dipimpin oleh Atasan PPID eputusan
untuk membahas apakah Atasan PPID
permohonan keberatan yang
diminta dapat dipenuhi atau
ditolak. i i Surat Keputusan 1 Hari Diterimanya

K Mendokumentasikan salinan

! surat Keputusan Atasan PPID [:" Atasan PPID i:::: .
dan menyampaikan Surat -

Keputusayn Atasan PPID kepada Atasan PPID
ratan.
pemohon kebe

Dipindai dengan CamScanner



Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
STANDARD OPERATING PROCEDURE
PENYEDIAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang 1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan
Keterbukaan Informasi Publik. komputer,
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang 2.  Memiliki kernampuan administrasi.
Pelayanan Publik. 3. Teliti dan Cermat.
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2013 Tentang 4.  Memahami UU KIP dan petunjuk pelaksananya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
S. Permendagri No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri &
Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010
Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013
Tentang  Prosedur  Penyelesaian.  Sengketa
Informasi Publik

8. Keputusan Bupati Musi Banyuasin No.

280/KPTS-DINKOMINFO /2021 tentang Pengelola
Layanan Informasi dan DQkumentasi Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin.

Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan :

1. Keputusan Bupati Tentang Tim Interdis 1. Meja Pelayanan
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pada 2. Alat Tulis Kantor
Kegiatan  Perencanaan dan Pengembangan 3. Komputer, Printer dan Fotokopi
Kebijakan Komunikasi dan Informasi. 4. Formuli

2. Keputusan Bupati Tentang Pengelola Informasi dan 5. Permendagri No. 3 Tahun 2017
Dokumentasi.

| Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Keputusan Bupati tidak dipatuhi, maka petugas
dapat dikenakan Sanksi Administrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan | perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksana Mutu Bukun
Aktivi Pejabat —
L2 tas PPID Pengelola Pefabaata ;:;: n, ghm Waktu Output
Dokumentasi ras

1 2 3 4 S 6 U -

il Memerintahkan untuk Tanda Bukti 1 Han Adanya disposisi
menyediakan informasi Permohonan PPID kepada
publik yang diminta Informasi Publik Pejabat Pengelola
oleh Pemohon Dokumentasi
Informasi Publik.

2. Menerima perintah Lembar Disposisi 1 Han Telah diterima
untuk menyediakan PPID kepada lembar Disposisi
informasi publik yang Pejabat Pengelola PPID
diminta Pemohon Dokumentasi
Informasi Publik.

3. Mengecek Informasi Lembar Disposisi 1 Hani Terbitnya surat
yang diminta Pemohon PPID pemberitahuan
pada Daftar Informasi darn Pejabat
Publik. Jika tersedia Pengelola
diberitahukan ke PPID, Dokumentasi
jika tidak tersedia
dikoordinasikan ke
PPID Pembantu. Y

4, Mengkoordinasikan Lembar Disposisi 7 Hani Terbitnya surat
permintaan informasi PPID pemberitahuan
publik dengan pejabat dan Pejabat
yang meguasai Pengelola
informasi yang diminta. Doku

5. A Surat 1 Hari Terbitnya surat
N embenanag Pemberitahuan Pemberitahuan
kepada PPID melalui dari Pei :

: ari Pejabat dari PPID
Lejabatieageiol Pengelola Pembatu
Dokumentasi mengenai Delumentast
ketersediaan informasi

6. Mendokumentasikan Surat 1 Hari Surat
Informasi Publik dari Pemberitahuan Pemberitahuan
PPID Pembantu dan dari PPID dan Pejabat
melaporkan kepada Pembantu Pengelola
PPID mengenai < Dokumentasi
ketersediaan informasi
publik yang diminta =

7 Menerima laporan Surat 1 Hari Surat
Pejabat Pengelola Pemberitahuan Pemberitahuan
Dokumentasi dan dari Pejabat dari PPID kepada
memerintahkan Pejabat Pengelola Pemohon
Pelayanan Informasi Dokumentasi Informasi Publik
memberitahukan
Pemohon Informasi
Pk

Dipindai dengan CamScanner




DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
= PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

Nomor SOP

Tanggal Pembu m;m

Tanggal Revisi

Tanggﬁl Efeltif

Disahkan Oleh

STANDARD OPERATING PROCEDURE

PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI

Dasar Hukum :

9.

Kualifikas| Pelaksana :

10.

11.

12.
13.

14.

Undang-undang No.
Informasi Publik.
Peraturan  Pemerintah
Pelaksanaan UU No.
Informasi Publik.

Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Linglkungan
Kementerian Dalam Negeri & Pemerintah Daerah.
Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang
Standar Layanan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang
Prosedur Penyelesaian. Sengketa Informasi Publik

Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 280/KPTS-
DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

No. 61 Tahun 2010 Tentang
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

6. Memahami UU KIP dan petunjuk pelaksananya.
7. Memahami Peraturan Komisi Informasi Tentang Layanan

Informasi Publik.
8. Pendidikan: Minimal S1
9. Teliti dan Cermat.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
3. Keputusan Bupati Tentang Pengelola Informasi dan | 5. Lembar Kerja/ Rencana Kerja dan Anggaran
Dokumentasi. 6. Daftar Informasi Publik dan Dikecualikan
7. Komputer, Printer dan Scanner
8. Jaringan Internet
[—— 9. ATK
| Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Disimpan sebagai data elektronik
Pelaksana Mutu Buku
Tim Kompo
Pertimban nen LT EKeter
No Aktivitas PPID PPID OPD n Waktu Output angan
Utama Pembantu gan Kelengkap
Pelayanan -
Informasi
1 2 3 4 5 6 7 8
PPID berkoordinasi dengan Daftar Setiap Saat | Rekapitulasi
pejabat pada unit kerja yang Informasi Informasi
1. menguasai dan mengelola Publik dan Publik dan
informasi tertentu untuk LI Dikecualikan Dikecualikan
melakukan pengklasifikasin |__' _|_j PPID dari PPID
Informasi Publik
Memberikan Pertimbangan atas Dasar Setiap Saat | Surat
Informasi/ Dokumen yang <>T Hukum: UU Keputusan
28 dimaksud yang bersifat rahasia No. 14 Tahun TIM
berdasarkan UU, Kepatutan 2008 dan Pertimbanga
dan Kepentingan Umum Y PerKI No 1 n Pelayanan
Tahun 2010 Informasi
Dokumen Pada han Berita Acara
| yang telah daq Jam Pengujian ]
Membuat Pertimbangan tertulis — dinyatakan kerja Konsekuensi
secara saksama dan penuh dikecualikan maksimal 7
3. ketelitian sebelum menyatkan dan disusun (Tujuh) hari
informasi publik tertentu berita acara kerja sejak
dikecualikan pengujian uji
! kuensi Ki kuen
si
Konsep Maksimal Peneta
(S Keputusan disahkan chunfs‘:::
Atasan PPID setelah Atasan PPID
Utama satu bulan Utama
Memberikan hasil Selesai Lbems:rta pelg_kaanan Beraepa
2 . piran n uji Lampiran
PERmbsngn (cxiulis Kiasifikasi | konsekuen | Klasifikasi
4. se.bagmmnna Mud s Informasi sl Informasi
dilaporkan kcpndn pimpinan yang yang
badan qubhc untuk mendapat dikecualikan TR e
perectjuan dan berita dan berita
acara. acara yang di
tandatangani
dan
disahkan.

~~ Sela

Camat Bayung Lencir
| A1l Kabupaten Musi Banyuasi

Atasan PPID Pemban!

>~ Muhammad Imron, S.Sos., M.Si

“ Ny & “Pembina (IV/a)
===-——19770711 200212 1 001

Dipindai dengan CamScanner




